
BUPATI SUMBA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURANBUPATISUMBABARAT 
NOMOR I 2  TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA BARAT, 

Menimbang · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

Mengingat · 1 .  Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  

Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

6. Peraturan Supati Sumba Barat Nomor 18  Tahun 2015 tentang Daftar 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa. (Serita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 
Nomor 18) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima abupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 



8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10 .  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

1 1 .  Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 

12.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

13 .  Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, 

yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga 

Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan 

Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai 

fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di Desa 

untuk terlaksananya program PKK. 

14 .  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat 

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 

Pembangunan. 

15 .  Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja 

Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 

Musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh 

pemerintah Desa. 

16 .  Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam 

rangka pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah Desa. 



17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah 

satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola 

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

18. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta 

anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya 

melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta 

moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota 

keluarga lainnya dengan anak balita yang merupakan bagian dari Pos 

Pelayanan Terpadu. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

20. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APB Desa. 

21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa; 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 

Pasal2 

(1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi: 

a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan 

kewenangan Desa dan RKP Desa 

b. Prinsip Penyusunan APB Desa 

c. Kebijakan Penyusunan APB Desa 

d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan 

e. Hal khusus lainnya. 

(2) Uraian pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 



Pasal3 

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 

BAB Ill 

PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sumba Barat. 

Ditetapkan di Waikabubak 
Pada tanggak &pri 202% 

BUPATX SUMMA BARAT, 

YOHANIS DADE 

Diundangkan di Waikabubak 
pada tanggal, 'e A@ic 202 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMBA BARAT 

YERMIA NDAPA DODA 

Salinan sesuai dengan aslinya 

AGUST} IS E. JAHA, SH 

Pembina T. I -- IV/b 

NIP .  19690824 200312 1 006 

SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR / 2..  
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT 
NOMOR : KEPI/HK/ 12 /2023 
TANGGAL : G Apr i l  201 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN 
DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. 

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP 
Desa. 

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah 

Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah 

kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan 

kegiatan pembanguan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa 

dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam 

perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun berjalan dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun berjalan. RKP 

Desa Tahun berjalan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan 

daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan 

kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan 

daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah 

dengan pemerintah desa yang dituangan dalam RKP Desa. 

Penyusunan APB Desa disusun sesuai dengan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan 

dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. 
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B. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya 

mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap 

tahunnya. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip sebagai 

berikut: 

1 .  Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat 

manusia; 

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan; 

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap 

keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan 

sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; 

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk 

keberlanjutan kehidupan manusia; dan 

5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis 

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

1 .  Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan 

kewenangan Desa. 

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan 

percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: 

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. 

3. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan 

Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa: 

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan; 

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi 

Desa merata; dan 

c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 

dikelola badan usaha milik Desa / badan usaha milik Desa bersama untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 



4. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs 

Desa: 

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 

pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa 

kelaparan; dan 

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan 

e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara 

menyeluruh dalam pembangunan desa. 

5. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan 

Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 

huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; 

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan 

c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA 

Penyusunan APB Desa didasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan 

bidang dan kewenangannya; 

b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; 

d. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat; 

e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan 

f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang undangan 

yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya. 



Ill. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran 

berdasarkan prestasi k-erja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja 

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang 

diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang 

dimaksud adalah berdasarkan pada: 

a. lndikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang 

direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator 

pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir 

periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang 

dilakukan oleh pemerintah desa. 

b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai 

yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap 

kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa harus sesuai dengan Bidang, Sub 

Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan 

dalam RKP Desa. 

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA. 

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa diuraikan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa. 

1 .  Penyusunan Rancangan APB Desa 

a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 

b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Kepala Desa. 

2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa 

a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa 

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. 

b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka 

pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP 

Desa. 



• 

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. 

d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan 

kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan 

pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebetumnya dan setanjutnya 

Kepala Desa menetapan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud. 

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa : 

a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepata Desa dan BPD, Kepata Desa 

menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. 

b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 

Desa. 

4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada 

Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat 

dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi : 

1 )  Surat Pengantar; 

2) Rancangan Peraturan Kepata Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun 

berkenaan; 

3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan; 

4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usu I dan 

kewenangan lokal berskala desa; 

5) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 

6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan 

7) Serita acara hasil musyawarah BPD . 

d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait datam 

pelaksanaan evaluasi. 

e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa 

disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua pu luh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya rancangan APB Desa. 

5. Penyempurnaan APB Desa Dalam hat hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum , dan RKP Desa, 

kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 



6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa : 

a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang tetah dievatuasi ditetapkan oteh 

Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 

b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran 

APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. 

c. Datam hat Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan 

Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan 

dalam Lembaran Desa. 

d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala 

Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 

tahun anggaran sebelumnya. 

7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa 

a .  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap 

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa 

dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi 

Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan desa dengan 

keputusan Bupati . 

b. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala 

Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

dimaksud . 

c. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 

operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 

sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

disampaikan dan mendapat persetujuan Camat. 

8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa 

a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan 

kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah ditetapkan. 

b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat 

melalui media informasi. 

c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat: 

1 )  APB Desa; 

2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 

3) alamat pengaduan. 



C. Jadwal Penyusunan APB Desa. 

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa 

hgga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut: 

NO URAIAN WAKTU PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Penetapan RKP Desa Bulan September Kepala Desa dan 

BPD 

2 Penyusunan Rancangan APB Minggu II dan Ill Sekretaris Desa 

Desa September 

3 Penyampaian Rancangan APB Minggu Ill Sekretaris Des 

Desa Kepada Kepala Desa September 

4 Pencermatan Oleh Kepala Desa Minggu IV Kepala Desa 

September 

5 Penyampaian Draft Rancangan Minggu I Oktober Kepala Desa 

APB Desa Kepada BPD 

6 Pencermatan Oleh BPD Minggu Ill Oktober BPD 

7 Musyawarah Desa Pembahasan Minggu Ill Oktober BPD dan 

Rancangan APB Des Pemerintah Desa 

8 Musyawarah BPD Penyepakatan Minggu IV Oktober BPD dan 

Rancangan APB Desa. Pemerintah Desa 

9 Menyiapkan Rancangan Minggu IV Oktober Kepala Desa 

Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa 

10 Penyampaian Rancangan APB Minggu I November Pemerintah Desa 
Desa Kepada Bupati melalui 
Camat 

1 1  Evaluasi Bupati/Wali Kota maksimal Selama Bupati/Wali kota 

20 hari kerja 

12  Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Minggu I Desember Pemerintah Desa 

Bupati/Wali Kota (Kepala Desa, 

Sekretaris Desa dan 

Kaur/Kasi) 

1 3  Penetapan APB Desa dan minggu II s.d paling Pemerintah Desa. 

Penjabaran APB Desa lambat 31 Desember 



C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan 

Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa 

1 .  Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa 

a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa 

tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat 

dilakukan apabila terjadi: 

1 )  penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

anggaran berjalan; 

2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek 

belanja;dan 

3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 

c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 

Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya 

disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan 

mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa. 

2. Penyusunan Perubahan APB Desa 

a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

1 )  penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

anggaran berjalan; 

2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 

berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar 

sub Bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan. 

b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 



c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain: 

1 )  kejadian luar biasa/wabah/bencana; 

2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau 

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 

3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten. 

d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah desa. 

e. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan 

APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. 

f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan 

APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa. 

3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa 

a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa 

tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan. 

b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa 

dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa 

dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. 

c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala 

Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya 

disampaikan kepada Bupati lewat Camat me lalui surat pemberitahuan mengenai 

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa. 

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa. 

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa 

hingga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut: 

NO URAIAN WAKTU PENANGGUNGJAWAB 

1 Perubahan Penjabaran APB Februari s.d Juli Kepala Desa 

Desa tahun berjalan 

2 Penyusunan Perubahan RAB M inggu I Juli tahun Kaur dan Kasi selaku 

berjalan Pelaksana Kegiatan 

Anggaran 

3 Penyusunan Draft Perubahan M inggu II Juli Sekretaris Desa 

APB Desa tahun berjalan 

4 Penyampaian Draft Rancangan Minggu Ill Juli Sekretaris Desa 

Perubahan APB Desa Kepada tahun berjalan 

Kepala Desa 



5 Pencermatan Oleh Kepala Desa Minggu IV Juli Kepala Desa 

tahun berjalan 

6 Penyampaian Draft Rancangan Minggu I Agustus Kepala Desa 

Perubahan APB Desa Kepada tahun berjalan 

BPD 

7 Pencermatan Oleh BPD Minggu II Agustus BPD 

tahun berjalan 

8 Musyawarah Desa Pembahasan Minggu Ill Agustus BPD dan Pemerintah 

Rancangan Perubahan APB tahun berjalan Desa. 

Desa. 

9 Musyawarah BPD Penyepakatan Minggu IV Agustus Pemerintah Desa dan 

Draft Rancangan APB Desa. tahun berjalan BPD 

1 0  Penyampaian Rancangan APB Minggu IV Agustus Pemerintah Desa 

Desa Kepada Camat tahun berjalan 

1 1  Evaluasi Camat Maksimal Selama Camat 

20 hari kerja 

12  Penetapan Perubahan APB Desa Minggu IV Pemerintah Desa dan 

dan Perubahan Penjabaran September tahun BPD 

Perubahan APB Desa berjalan 

V. SUBSTANSI APB DESA 

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing 

program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci 

sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi 

dari APB Desa meliputi : 

A. Pendapatan Desa Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaannya, terdiri dari : 

1 .  Pendapatan Asli Desa Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Hasil Usaha Desa : Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa 

diantaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama. 

b. Hasil Aset Desa:  Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas 

Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatan setelah desa menetapkan 

peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. 



Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa agar 

diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 

berjalan. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan 

hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan 

jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. 

Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan 

memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 

sebelumnya. 

Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar 

direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari 

realisasi pendapatan desa. 

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong 

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang 

berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi 

dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan 

dicatat sebagai pendapatan asli desa. 

d .  Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan 

desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang 

undangan . Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa 

tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa 

tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Sadan Permusyawaratan 

Desa serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati. 

2 . Pendapatan Transfer Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana 

Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penganggaran Dana Desa : Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A 

huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa 

pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, 

penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu indikatif Dana 

Desa setiap Tahun Anggaran, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat 

mengalokasikan mendasarkan asumsi penerimaan Dana Desa tahun sebelumnya. 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Penganggaran pendapatan 

bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Keputusan Bupati tentang bagian 

dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Tahun. Apa bi la keputusan 



mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari 

informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran 

sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

mengenai besaran alokasi dana, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan 

retribusi dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarannya dapat 

didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun sebelumnya. 

c. Penganggaran Alokasi Dana Desa: Penganggaran pendapatan Alokasi Dana 

Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa tiap 

Tahun anggaran. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa 

Tahun berjalan belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari 

informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran 

sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

mengenai besaran alokasi dana tiap Tahun Anggaran, dan apabila Peraturan 

Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan pagu indikatif belum diterima 

desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun 

Anggaran sebelumnya. 

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi: 
Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur didasarkan Daftar lsian Pelaksana Anggaran dari 
Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Desa. Dalam hal bantuan keuangan ke desa diterima setelah 
Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus 

menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan 
Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan 
pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa. Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima 
setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka 
Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan 

terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD 
untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. 

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten : Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah 

Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta 

plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa 

tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan 

bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan 

kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa Tahun Anggaran. 



Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan 

bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 

berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan 

dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. 

3. Pendapatan Lain-Lain Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari 

Pendapatan Lain-lain terdiri atas: 

a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa; 

b. Penerimaan dari bantuan perusahan yang berlokasi di Desa; 

c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga: Penetapan target 

sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam 

negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak 

mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 

kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB 

Desa. 

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. 

e. Bunga bank; dan 

f. Pendapatan lain Desa yang sah. Dalam hal terdapat Temuan Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada Koreksi 

kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, dalam hal 

terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan 

dalam pendapatan lain Desa yang sah. 

B. Belanja Desa Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB 

Desa Tahun Anggaran digunakan dengan ketentuan: 

1 .  paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk mendanai 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional 

Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 

b. pelaksanaan pembangunan Desa; 

c. pembinaan kemasyarakatan; 

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

e. Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. 



2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa dianggarkan pada kelompok belanja Bidang penyelenggaran 

pemerintahanan desa sub Bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan : 

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ; dan 

b. Tunjangan dan operasional BPD. 

3. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB 

Desa yang bersumber dari ADD. 

4. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, 

menggunakan penghitungan sebagai berikut: 

a. besaran penghasilan tetap kepala desa; 

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa ; dan 

c. besaran penghasilan tetap perangkat desa; 

5. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal 

kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud 

pada huruf d, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana 

Desa 

6. Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf e antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. 

7. Penganggaran dalam APB Desa tahun anggaran dituangkan dalam nama 

kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak 

terduga. 

8. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

diperbolehkan dibayarkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain 

yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Peraturan Desa 

tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Sadan 

Permusyawaratan Desa. 

9. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, 

yaitu:  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 

1 )  Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 



2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 9  

Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran 

Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian 

dinas/atribut, listrik/telpon, dll); 

4) Penyediaan Tunjangan BPD; 

5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum), 

perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, 

listrik/telepon, dll); 

6) -Penyediaan lnsentif/Operasional RT/RW; 

7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa I Pembahasan APB 

Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dll . ,  bersifat regular); 

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll); 

9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ 

Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait); 

10) Pengelolaan/Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Desa; 

1 1 )  Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 

keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); 

12) Penguatan Sistem lnformasi Desa, dan penyediaan Media lnformasi 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan 

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan 

13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa. 

b . .Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: 

1 )  Pembinaan Lem bag a Adat; 

2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 
3) (LPMD); 

4) Pembinaan PKK; 
5) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan 
6) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 

Masyarakat. 



c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 

1 )  Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa; 

2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan 

3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa. 

d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas 

dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf b angka 2 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis 

pembangunan Desa, sebagai berikut: 

Kode BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN 
Rekeninq 
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub Bidang dan 
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan 
umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya 
pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan 
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. 

2 1 Sub Bidang Pendidikan 

2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TKITPA I TKA I TPQ I Madrasah Non 
Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, 
Operasional, dst) 

2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

2 4 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan!T aman 
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 

2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA!TKA/TPQI 
Madrasah Non- Formal Milik Desa 

2 1 06 PembangunanlRehabilitasilPeningkatanlPengadaan 
SaranalPrasaranalAlat Peraga Edukatif (APE) PAUDI 
TK/TPA!TKA/TPQIMadrasah Non-Formal Milik Desa 

2 1 07 PembangunanlRehabilitasilPeningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanaaar Bela jar Milik Desa 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku buku 
Bacaan, Honor Pen jag a untuk Perpustakaan/T aman Bacaan 
Desa) 

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar. 

2 1 10  Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 

2 2 Sub Bidang Kesehatan 

2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa PKD /Polindes Milik Desa 
(Obat-obatan; Tambahan lnsentif Bidan Desai Perawat Desa; 
Penyediaan Pelaksanaan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga 
Miskin, dst 

2 2 02 Penyelelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu 
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, 
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll} 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

2 2 05 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 



$ 

2 2 06 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

2 2 07 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

2 2 08 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 
Sarana/Prasarana Posvandu/Polindes/PKD 

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah 
Tidak Lavak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi,dll) 

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 

2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 

2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkunan 
Hidup dan Kehutanan 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 

2 6 02 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Misal : Pembuatan 
Poster/Baliho lnformasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, 
d ll) 

2 6 Sub Bidang Pariwisata 

2 6 03 Pengembangan Pariwisata tingkat Desa 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub Bidang dan 
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran 
masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung 
proses pembangunan desa yang mencakup 

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, 
dll) tingkat Desa 

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

3 4 03 Pembinaan PKK 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-Bidang dan 
kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, 
kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, yang mencakup: 

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 

4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 

4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk 
Perikanan Darat/Nelayan 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 

4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan 
pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dll .  

4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 
peternakan, kandang, dll) 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbun Desa, dll 



4 2 04 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk 
Pertanian/Peternakan 

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga 

4 1 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 

4 1 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 

4 1 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang 
disabilitas) 

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 

4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah serta Koperasi 

4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan 
Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

4 7 01 Pengembangan lndustri kecil level Desa 

4 7 01 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha 
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, 
dll) 

e. Lain - lain kegiatan prioritas, yaitu: 1 )  Penyediaan alokasi anggaran pada 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. 2) 

Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19. 3) Penggunaan Dana 

Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10 .  Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kode rekening, kegiatan 

pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK 

seperti pelatihan kader, operasional, dll dengan tetap mengacu pada mekanisme 

pengelolaan keuangan Desa. sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: a . PKK mengajukan 

kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Desa dalam rangka 

penyusunan RKPDesa; b. PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan 

sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud; c. Setelah 

APBDesa ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (kasi yang bersangkutan); d .  TPK 

melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola 

dan/atau dengan penyedia; dan e. Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran 

disampaikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. 

1 1 .  Pendanaan Padat Karya Tunai Desa, dialokasikan untuk upah pekerja paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 



C. Pembiayaan Desa Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, 

Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi: 

1 .  Penerimaan Pembiayaan Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: 

a. Silpa Tahun Sebelumnya; bersumber dari pelampauan penerimaan 

pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana 

kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun sebelumnya; 

b. Pencairan Dana Cadangan; Pencairan dana cadangan digunakan untuk 

menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan 

dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan; Hasil penjualan 

kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan 

hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya. 

2. Pengeluaran Pembiayaan Rekening 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas: 

a. Pembentukan Dana Cadangan; Pembentukan dana cadangan dilakukan 

Untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 

sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan 

dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit 

memuat: 

1 )  penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 

4) sumber dana cadangan; dan 

5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Ketentuan mengenai 

Dana Cadangan antara lain : 

1 )  Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan 

Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan 

secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 

jabatan kepala Desa. 

3) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan mela lui rekening 

Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. 



4) Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan 

spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

5) Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan kepala Desa 

kepada Bupati melalui Camat. 

6) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa 

tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

b. Penyertaan Modal Desa; dan Penyertaan Modal Desa digunakan untuk 

menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam 

BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa 

atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 

pembiayaan dalam APB Desa.Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas 

Desa dan bangunan tidak dapat dijual.Penyertaan modal pada BUM Desa 

dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. Penyertaan modal pada BUM 

Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM 

Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas: 

1 )  Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa; 

2) Hibah dari pihak swasta, Lembaga social ekonomi kemasyarakatan 

dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB 

Desa; 

3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 

Kemasyarakatan dan/atau Lembaga donor yang dipastikan sebagai 

kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

5) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 



Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama 

diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang 

dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. 

lndikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi: 

1 )  adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan 

Modal pada BUM Desa; dan/atau 

2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SilPA APB Desa tahun 

sebelumnya. 

lndikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi: 

1 )  Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur 

tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM 

Desa; modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus 

BUM Desa; 

2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi desa sesuai unit usaha 

BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang 

dibutuhkan. Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut: 

1 )  Pengurus BUM Desa Mengajukan permohonan penyertaan modal 

beserta kajian penyertaan modal; 

2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk 

membahas permohonan Penyertaan modal; 

3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan 

modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan 

Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

4) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit : jumlah 

modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang 

dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan 

modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal. 



5) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM 

Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal 

dalam rekening pengeluaran pembiayaan; 

6) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal 

sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen 

pendukung;dan 

7) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM 

Desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan. 

c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. 

VI. CARA MENGISI FORMAT APB DESA 

Cara mengisi format APB Desa berpedoman pada ketentuan yang terdapat 

dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut: 

1 .  Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang 

dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa 

selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa. 

2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. 

Klasifikasi Bidang terbagi atas sub Bidang dan kegiatan. Klasifikasi 

ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. 

Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran 

APB Desa. 

3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang 

dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran 

pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang 

masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis , dan objek, pembiayaan. 

Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam 

penjabaran APB Desa. 



VII. HAL KHUSUS LAINNYA. 

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

APBDesa, diantaranya: 

1 .  Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan 

dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan 

material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan 

kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

2. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan 

ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan 

aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa. 

3. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan 

kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru. 

4. Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. 

5. Prioritas Program / Kegiatan Dalam penyusunan APB Desa, program/ 

Kegiatan diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten 

Sumba Barat, yaitu " Peningkatan Kualitas lnfrastruktur dalam rangka 

Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open Government dan 

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan 

Adaptif Bencana". Dengan prioritas kegiatan diantaranya: 

a. Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan: 

Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni, Beasiswa siswa miskin; 

b. Fasilitasi penanganan stunting; 

c. Pengembangan potensi kawasan perdesaan; 

d. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana 

air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh; 

e. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan; 

f. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa; 

g. Pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis; 

h. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan 

unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan 

pariwisata; 

i. Kegiatan BUMDesa, produk unggulan desa, produk unggu lan kawasan 

perdesaan; 

j. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, 

Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif); 



k. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (Pos 

Pelayanan Teknologi Desa, sarana prasarana TTG); 

I. -Peningkatan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga 

dalam rangka percepatan pembangunan desa; 

m. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG); 

n. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD); 

o. Fasilitasi desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak; 

p. Fasilitasi Forum Anak Desa; 

q. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas; 

r. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS; 

s. Fasilitasi keterbukaan informasi publik; 

t. Pengembangan desa wisata; 

u. Pengembangan desa melek internet. 

6. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai 

salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk 

memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam 

menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit 

terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat 

menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan 

pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana 

peran,tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 1 0  program pokok PKK 

sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan 

keluarga sejahtera. 1 0  (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu: 

a.  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
b. Gotong Royong 
c. Pangan 
d.Sandang 
e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga 
f. Pendidikan serta Keterampilan 
g. Kesehatan 
h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 
i. Kelestarian Lingkungan Hidup 
j.  Perencanaan Sehat 

7. Dalam penyus.unan APB Desa, Desa agar berpedoman pada: 

a.  Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa; 

b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 

c. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 

d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan 

e.  Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan 

Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 



8. Bagi Desa yang belum memiliki peraturan desa sebagaimana dimaksud pada 

angka 7 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud. 

9. Desa dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa pada Sub Bidang : 5 .1  Sub Bidang 

Penanggulangan Bencana; dan 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 

10 .  Untuk mendukung Sistem Keuangan Desa Online Desa dapat 

menganggarkan : 

a. Jaringan internet bagi desa yang belum memiliki jaringan internet di desa; 

b. Pelatihan Sistem Keuangan Desa Online; dan 
c. lnfrastruktur pendukung jaringan Internet bagi desa yang mengalami 

masalah kualitas sinyal. 

1 1 .  Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa wajib melaksanakan 

rangkaian kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam rangka 

pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

12 .  Protokol normal baru rangkaian kegiatan penyusunan APB Desa untuk 

penyelenggara dan peserta sebagai berikut : 

a. Penyelenggara : 

1 )  membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan; 

2) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; 

3) menyediakan tempat sampah tertutup; 

4) menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter; 
5) menyiapkan petugas pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol; 

6) mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu; 

7) mempercepat durasi/waktu pelaksanaan kegiatan; 

8) jamuan makan dalam bentuk boks. 

b.Peserta 

1 )  dalam kondisi sehat; 

2) menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan; 

3) selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah; 

4) menjaga jarak fisik minimal 1 meter; 

5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi , 

dan lain - lain; 

6) membuang sampah pada tempatnya; 

7) membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat · a · 

rumah. 



Lampiran l l  Peraturan Bupati Sumba Barat 

iomor 

PETUNJUK TEKNJS OPERASJONAL PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Beiakang 

penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dibutuhkan rujukan Bersama untuk 

menghasiikan peraturan dan kontruksi anggaran Fendapatan dan Beianja Desa yang 

bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan rujukan Bersama yang diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa juga 

berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Oesa. 

Sehingga tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa 

adalah untuk menanggulangi wadah Corona Vrus Disease 2019 (Covid 19) yang 

berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek social, ekonomi, 

kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa dan 

kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Diase 2019 

(Covid 19) semakin terdali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan 

penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk 

pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih terjadi saat 

ini seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan 

ekonomi desa serta penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai 

kewenangan desa. 

B. Tujuan 

Memberikan arah prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi 

nasional, program prioritas nasional dan metigasi serta penanganan bencana alam dan 

nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. 

C .  Prinsip 

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip : 

1 .  Kemanusiaan adaiah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia; 

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa 

tanpa membeda-bedakan; 

3. Kebhinekaan budaya dan kearitan iocal sebagai pembentuk kesalahan social 

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; 

4. Keseimnbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk 

berkelanjutan kehidupan manusia; 



5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang 

didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan 

kewenangan Desa;dan 

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan data dan informasi factual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan 

pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi. 

BAB II 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. SDGs Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang 

dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan 

kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan 

generasi Desa di masa depan. 

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh 

Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 

mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18  (delapan belas) tujuan SDGs Desa 

sebagai berikut: 

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs 

Desa 1 :  Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs 

Desa 2: Desa tanpa kelaparan. 

2. Desa ekonomi tumbuh merata 

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs 

Desa 10 :  desa tanpa kesenjangan; dan 

SDGs Desa 12 :  konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 

3. Desa peduli kesehatan 

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; 

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan 

SDGs Desa 1 1 :  kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. 



4. Desa peduli lingkungan 

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; 

SDGs Desa 13 :  Desa tanggap perubahan iklim; SDGs 

Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15:  

Desa peduli lingkungan darat. 

5. Desa peduli pendidikan 

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. 

6. Desa ramah perempuan 

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa. 

7. Desa berjejaring 
SDGs Desa 17 :  kemitraan untuk pembangunan Desa. 

8. Desa tanggap budaya 
SDGs Desa 16:  Desa damai berkeadilan; dan 

SDGs Desa 18 :  kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID- 19  

tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk 

membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan 

dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan 

mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. 

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup: 

a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama; 

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama; dan 

c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) pengelolaan hutan Desa; 

2) pengelolaan hutan adat; 

3) pengelolaan air minum; 

4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau 

peternakan; 

5) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, 

penggaraman, perebusan dan lain- lain) ; 

6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan 

7) Pengelolaan sampah. 



d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan 

peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi: 

a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang 

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

Desa dan/atau perdesaan; 

b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

Desa dan/atau perdesaan; 

c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa 

dan/atau perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; 

e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria 

untuk program kesejahteraan masyarakat; 

f. pemanfaatan teknologi tepat gun a yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan; dan 

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 

produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan 

usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan Desa wisata meliputi: 

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau 

homestay, dan/atau kios cenderamata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 

digital; 

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 

d . pengembangan investasi desa wisata 

e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan 

f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 

perkembangan desa melalui indeks desa membangun: 

a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 

c. pendataan pada tingkat keluarga; 



d. pendataan warga pekerja migran; 

e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; 

f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 

g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi 

untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 

pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun 

meliputi: 

1) tower untuk jaringan internet; 

2) komputer; 

3) smartphone; dan 

4) langganan internet. 

h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani: 

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/atau perikanan: 

1) pengadaan bibit atau benih; 

2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih; 

3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/atau perikanan; 

4) pengembangan pakan ternak alternatif; 

5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/atau perikanan terpadu; 

6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan; 

7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi; 

8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; 

9) pembangunan kolam; 

10) pembangunan kandang komunal ; 

11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/atau perikanan; 

12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa. 

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: 

1) Pembangunan lumbung pangan Desa; 

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung 

pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, 

jaringan air; 

3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; 

c. pengolahan pasca panen; 

1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; 

2) pelatihan pengelolaan hasil panen; 
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d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 

hidroponik, atau bioponik. 

e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; 

f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha 

milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau 

hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan 

modal; dan 

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: 
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting 
melalui: 
a. pelatihan kesehatan ibu dan anak; 
b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan 

pendamping air susu ibu; 
c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan 

aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 
(lima) tahun; 

d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) 
sebagai media deteksi dini stunting; 

e. penyediaan air bersih dan sanitasi; 

f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu ham ii dan menyusui 

serta balita terhadap jaminan kesehatan; 

g. pendidikan tentang pengasuhan anak; 

h. upaya pencegahan perkawinan dini ;a 

i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk 

pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan 

makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak 

sekolah; 

j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader 

posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini; 

k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader 

posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan 

Desa; 

I. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, 

termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan 

belajar dan wahana permainan; 



c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

atau prasarana taman belajar keagamaan; 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

atau prasarana olah raga, adat, atau budaya; 

e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak 

kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan 

belajar masyarakat; 

f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman 

bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar 

keagamaan; dan 

g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 

Desa. 

s. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa: 

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu 

perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat 

terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat 

miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 

marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan 

masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, 

kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: 

perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat 

terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat 

miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk 

kesalehan sosial di Desa; 

e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, 

difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai 

dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; 

f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, 

termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan 

g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa 



6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa : 

a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional : 

1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan 

kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; 

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 

3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan 

nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya: 

1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan 

konsumsi gizi seimbang; 

2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit 

seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, 

gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan 

penyakit lainnya; 

3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit 

menular; 

4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit 

menular; 

5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan 

6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa 

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika : 

1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya 

narkoba; 

3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan 

penyalahgunaan narkotika; 

pencegahan sehat untuk 4) olahraga atau aktivitas 

penyalahgunaan narkotika; 

5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba; 

6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, 

atau brosur/leaflet, 

7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa 



d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa : 

1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos 

pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; 

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan 

dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses 

layanan kesehatan; dan 

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 

e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 

7. Dana operasional Pemerintah Desa 

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, 

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan 

khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang 

diberikan setiap bulan. 

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi 

yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat 

dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta 

kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 

kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 

bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan 

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang 

berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, 

penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi 

kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah 

Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui : 

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial 

dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang 

belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil 

dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses 

pekerjaan. 

c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai 

Desa. 



d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses 

layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain 

membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan 

desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas 

antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan 

sesuai kewenangan Desa. 

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni 

dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan 

(bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi 

dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak 

huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan 

dengan kriteria : 

a. bertempat tinggal di wilayah Desa; 

b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; 

c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 

d. diberikan bantuan maksimal Rp10 .000 .000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dalam bentuk material/bahan bangunan. 

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem: 

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin 

ekstrem merupakan amanat dari lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya 

untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin 

ekstrem berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total 

pagu Dana Desa setiap Desa. 

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut: 

a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan 

diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; 

b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit 

menahun/kronis; 

c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau 

d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. 



o. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan 

Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam meliputi: 

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam 

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa 

lainnya: 

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 

b. alat pemadam api ringan di Desa; 

c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; 

d. pembangunan jalan evakuasi; 

e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 

f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 

g. penyediaan tempat pengungsian; 

h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 

j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang 

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam 

a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus 

bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah 

dengue, kolera, disentri. 

b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: 

penyakit menular mulut dan kuku, antraks; 

c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat 

seperti hama wereng, hama belalang; 

d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat 

seperti hama wereng, hama belalang; 

e. bencana non a lam yang muncul karena gag al teknologi dan gaga I 

modernisasi seperti gagal pengeboran; 

f. Desa Aman COVID 

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap 

produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga 

menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga 

jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal 

yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19 



Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 

antara lain: 

1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa 

yang telah ada; 

2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan 

secara ketat protokol kesehatan; 

3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi 

warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan 

dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental; 

4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer); 

5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; 

6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu 

waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 

7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang 

sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang 

isolasi Desa; 

8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan 

melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan 

9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan 

Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur 

sebagai berikut: 

1) ketua: kepala Desa 

2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa 

3) anggota: 

a) perangkat Desa; 

b) anggota Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) 

c) kepala dusun atau yang setara; 

d) ketua rukun warga; 

e) ketua rukun tetangga; 

f) pendamping lokal Desa; 

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 

h) pendamping Desa sehat; 

i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 

j) bidan Desa; 

k) tokoh agama; 



I) tokoh adat; 

m) tokoh masyarakat; 

n) karang taruna; 

o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan 

p) kader pemberdayaan masyarakat desa. 

4) mitra: 

a) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) bintara pembina Desa; dan 

c) pendamping Desa. 

5) tugas relawan Desa aman COVID-19: 

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 

kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 

protokol kesehatan; 

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, 

serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, 

dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang 

berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait 

jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun 

daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 

menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar 

sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan 

e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini , 

perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan 

penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu 

yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah 

dan/atau ruang isolasi Desa; dan 

g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor 

telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan 

lain-lain. 

h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 

dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Panduan Penanganan Bencana di Desa 

i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 



BAB Ill 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Kewenangan Desa 

1 Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa 

yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa. 

2 Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 

peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak 

asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

3. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 

B. Swakelola 

l Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

2 Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 

melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. 

3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa 

harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama 

antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa. 

c. Padat Karya Tunai Desa 

1 Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat 

Karya Tunai Desa; 

2 pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan 

kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat 

marginal lainnya; 

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total 

biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai 

Desa; 

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 

s. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan 

protokol kesehatan; dan 



6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain: 

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan 

perkebunan; 

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran 

dan lain-lain; dan 

3) penanaman tumpang sari tanaman 

perkebunan 

b. wisata Desa 

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 

3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan 

1) pemeliharaan bangunan pasar; 

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas 

Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha 

kecil untuk melakukan produksi; dan 

4 tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang 

menguntungkan di Desa. 

d. perikanan 

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama; 

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 

3) membersihkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan tempat 

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama. 

e. peternakan 

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang 

dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama; dan 

3}) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak 

untuk pupuk organik. 

pokok dilahan 



e 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama; 

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui 

dana Desa. 

o. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap 

daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya 

pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. 

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

adalah sebagai berikut: 

l berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di 

Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan 

yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana 

Desa dilarang untuk dibagi rata; 

2 program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak 

melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa; 

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara 

swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa; 

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya 

keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan 

s. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah 

dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa 

dalam sistem informasi desa. 

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman 

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, 

balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. 



F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 

1 Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal 

sebagai berikut: 

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

b. dokumen RPJM Desa; 

c. program/proyek masuk Desa; 

d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; 

dan 

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi 

nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. 

2 Musyawarah dusun/kelompok 

a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 

berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui 

berbagai forum diskusi. 

b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa 

menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan 

rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang 

diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan 

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam 

Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah 

Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan 

dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. 



BABIV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

A. Publikasi 

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa 

yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta 

masyarakat Desa. 

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 

1. baliho; 

2. papan informasi Desa; 

3. media elektronik; 

4. media cetak; 

5. media sosial; 

6. website Desa; 

7. leaflet, 

8. pengeras suara di ruang publik; dan 

9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

B. Pelaporan 

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan 

aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 

menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat 

melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline 

dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

BABV 

PEMBINAAN 

A Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 

dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi 

sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

R Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada 

Desa. 



C Pemerintah Daerah Kabupaten / Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi 

penggunaan Dana Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

pengelolaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes tersebut agar dapat 

dikelola secara baik, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan mekanisme 

regulasi yang berlaku saat ini. 

D. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. 

E. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumba Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sumba Barat di Wee Karau, Kota Waikabubak. 
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